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Abstrak

Presidensial Treshold menimbulkan Problematika Hukum dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, salah satunya adalah partai-partai kecil yang tidak memiliki perolehan suara dan kursi mayoritas diparlemen tidak bisa mengusungkan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait Presidential Treshold dan problematika hukum yang timbul akibat dari adanya penetapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. 
Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Normatif  Yuridis. Teknik pengumpulan datanya melalui sumber data sekunder yang berupa dokumen atau berbagai alternalif lainnya. Melakukan studi pustaka, penelusuran dokumen sejenis serta pembacaan Undang Undang dan konstitusi. Dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pengaturan terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tertuang pada Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pengaturan Presidential Treshold memiliki problem atau permasalahan hukum karena tidak sesuai dengan pengaturan Pasal 6A ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan konsep Pemerintahan Presidensiil dan merenggut Hak Asasi Manusia yang dimuat pada Undang Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : Presidential Treshold, Ambang Batas, Problematika Hukum, Hak Asasai Manusia, Presiden dan Wakil Presiden.

Abstract

Presidential Treshold creates legal problems in the nomination of President and Vice President in Indonesia, one of which is small parties that do not have a vote and majority seats in parliament cannot nominate candidates for President and Vice President.
This study aims to find out how the regulation related to the Presidential Threshold and legal problems that arise as a result of the determination of the threshold for the nomination of President and Vice President.
This type of research uses Library Research with the research approach used is normative juridical. The data collection technique is through secondary data sources in the form of documents or various other alternatives. Conduct literature studies, search for similar documents and read laws and constitutions. Analyzed by qualitative data analysis method.
The results of this study indicate that the regulatory provisions related to the presidential and vice presidential nomination thresholds are contained in Article 222 of Law Number 7 of 2017. The Presidential Threshold regulation has legal problems or problems because it is not in accordance with the provisions of Article 6A paragraph 2 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 2017. 1945, contrary to the concept of Presidential Government and depriving of Human Rights contained in the 1945 Constitution.
Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.
Keywords: Presidential Threshold, Threshold, Legal Problems, Human Rights, President and Vice President.
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Tabel 1 Hirarkis
Peraturan Perundang Undangan Menurut TAP MPR

	Hirarkis Peraturan Perundang-Undangan menurut

Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 :

	Undang-Undang Dasar 1945

	Ketetapan MPRS/MPR

	Undang-Undang/Perppu

	Peraturan Pemerintah

	Keputusan Presiden

	Peraturan Menteri

	Instruksi Menteri


Tabel 2
Hirarkis Peraturan Perundang Undangan Menurut Undang Undang

	Hirarkis Peraturan Perundang-Undangan 

(Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019):

	Undang-Undang Dasar 1945

	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

	Undang-Undang/Perppu

	Peraturan Pemerintah

	Peraturan Presiden

	Peraturan Daerah Provinsi

	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota


Tabel 3

Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Tahun 2019

	Partai Politik
	Pemilu 2014
	Pemilu 2019

	PDIP
	18,95 persen
	19,33 persen

	GERINDRA
	11,81 persen
	12,57 persen

	GOLKAR
	14,75 persen
	12,31 persen

	PKB
	9,04 persen
	9,69 persen

	NASDEM
	6,72 persen
	9,05 persen

	PKS
	6,79 persen
	8,21 persen

	DEMOKRAT
	10,9 persen
	7,77 persen

	PAN
	7,59
	6,84 persen

	PPP
	6,53
	4,52 persen

	PERINDO
	-
	2,67 persen

	BERKARYA
	-
	2,09 persen

	PSI
	-
	1,89 persen

	HANURA
	5,26 persen
	1,54 persen

	PBB
	1,46 persen
	0,79 persen

	GARUDA
	-
	0,50 persen

	PKPI
	0,91
	0,22 persen
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